GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang . a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam

Mengingat

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2013

Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun
Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit  Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi  Kalimantan
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan

Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Satuan

Barat,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 1);

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
2008 - 2013;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi
Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Inonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31}



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspktorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang
dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009
Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia secbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Rumah Sakit Daerah, dan Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.



6. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/B adalah
unit kerja dan merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas/Badan.

7. SKPD Pembina Teknis adalah SKPD yang membawahi unit Kerja UPTD/B yang
diusulkan menjadi BLUD.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLUD yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi
teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang harus diberikan oleh BLUD
kepada masyarakat.

11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD dimaksudkan sebagai
acuan kerja Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap usulan penerapan
PPK-BLUD dari SKPD dan UPTD/B, dan sebagai panduan kepada SKPD dan
UPTD/B yang akan mengusulkan penerapan PPK-BLUD.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;

b. Asisten Administrasi Umum dan Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil
Ketua merangkap anggota,;

Kepala Biro Keuangan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
Inspektur Provinsi Kalimantan Timur sebagai anggota;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota;,
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Kepala Biro Organisasi sebagai anggota; dan

h. Tenaga Ahli yang berkompeten dibidangnya sebagai anggota.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Sekretariat
Tim Penilai untuk membantu kelancaran tugas dari Tim Penilai yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.



()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD bertujuan :
a. menciptakan keseragaman pemahaman dan metode penilaian;

b. meningkatkan kelancaran, objektifitas, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan penilaian; dan

c. mewujudkan dasar pertimbangan pembuatan dan penyampaian rekomendasi
tim penilai kepada gubernur.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Prosedur Penilaian
Pasal 3

Usulan Penerapan PPK-BLUD pada SKPD dan/atau UPTD/B dilakukan oleh
SKPD atau SKPD Pembina Teknis untuk UPTD/B.

SKPD dan/atau UPTD/B yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus memenuhi
persyaratan substantif, administratif dan persyaratan teknis berdasarkan -
penilaian SKPD atau SKPD Pembina Teknis untuk UPTD/B.

Usulan Penerapan PPK-BLUD pada SKPD dan/atau UPTD/B sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen antara lain :

a. pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja;

o

pola tata kelola,

rencana strategis bisnis;

a o

laporan keuangan pokok;

o

standar pelayanan minimal; dan

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

Terhadap adanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim
Penilai selanjutnya meneliti dan menilai kelengkapan dan substansi dokumen-

dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh SKPD atau SKPD
Pembina Teknis untuk UPTD/B.

Dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Tim Penilai melakukan langkah-langkah antara lain :
a. pembahasan jadwal dan pembagian tugas penilai;

b. meminta penjelasan (presentasi) kepada SKPD, SKPD Pembina Teknis
dan/atau UPTD/B terhadap usulan dari SKPD dan/atau UPTD/B yang
diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD;

penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

a o

melakukan peninjauan lapangan;

e

menerapkan bobot masing-masing persyaratan administratif:

b

menghitung nilai masing-masing indikator persyaratan administratif;

g. menghitung nilai akhir persyaratan administratif penerapan PPK-BLUD;



h. menerapkan kesimpulan hasil penilaian; dan

1.

membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(6) Dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Tim Penilai harus mematuhi Tata tertib sebagai berikut :

a.
b.

tim Penilai wajib hadir dalam rapat penilaian;

dalam hal anggota Tim Penilai berhalangan, anggota Tim Penilai tersebut dapat
menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dan pendapat
yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota Tim Penilai yang
bersangkutan,;

Tim Penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap
menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian;

dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan
musyawarah /mufakat. Jika tidak dapat diputuskan dengan musyawarah/
mufakat, maka dilakukan pemungutan suara yang disetujui paling sedikit
setengah dari jumlah Tim Penilai yang hadir plus 1(satu) suara; dan

tim Penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani Berita Acara
Hasil Penilaian.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 4

(1) Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang
berisikan: nomor urut, dokumen administratif yang dinilai, nilai bobot dokumen,
indikator, unsur yang dinilai, nilai per unsur (dalam angka 0-10), bobot per unsur
yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir.

Formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. nomor urut adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan dinilai;

b. dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen persyaratan

administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja,
pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok atau
prognosa/proyeksi laporan keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan
hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit;

nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen administratif
yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan
CARL yaitu kemampuan untuk mencapainya (Capability), bisa diterima
(Acceptability), dapat diandalkan (Reliability), dan mengandung daya ungkit
yang tinggi (Leverage). Bobot masing-masing persyaratan administratil secara
keseluruhan, sebagai berikut :

No Dokumen persyaratan administratif Bobot
1 Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja S %
2 | Pola Tata Kelola 20%
3 | Rencana Strategis Bisnis 30%
4 | Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi 20%

laporan keuangan.
S | Standar Pelayanan Minimal 20%
6 | Laporan audit terakhir atau penyataan bersedia 5%
diaudit.
Total 100 %




d. indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan
dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;

e. unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan merupakan
bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya tertera di dalam format
penilaian;

f. nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari
unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala dengan rentang angka
antara O (nol) sampai dengan 10 (sepuluh);

g. bobot per unsur adalah pembobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah
ditentukan di dalam pedoman ini berdasarkan CARL; dan

h. hasil Penilaian per Unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur dengan
bobot per unsur.

i. nilai Akhir adalah hasil kali Hasil penilaian per unsur dengan nilai bobot
dokumen.

(3) Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai format kriteria yang
terdiri nomor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau status yang
direkomendasikan sebagai berikut :

“No | Hasil Penilaian: | Kriteria’ Kesimpulan/Status
1. |80-100 Memuaskan BLUD penuh
2. 160-79 Belum terpenuhi BLUD bertahap
secara memuaskan
3. | Kurang dari 60 Tidak memuaskan Ditolak

Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka
permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali apabila
seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

BAB IV
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
Pasal 5

(1) Terhadap kesimpulan hasil. penilaian dari SKPD dan/atau UPTD/B yang
diusulkan akan menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
maka Tim Penilai selanjutnya membuat berita acara hasil penilaian yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir.

(2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan
bahan pertimbangan/rekomendasi bagi Gubernur dalam memberikan

persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh SKPD atau
SKPD Pembina Teknis.

(3) Kesimpulan hasil penilaian yang diberikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) dicantumkan dalam berita acara hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bentuk berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.



BABV

TAHAPAN KERJA

Pasal 6

Tahapan kerja yang dilakukan oleh Tim Penilai dalam rangka prosedur
penilaian suatu SKPD dan/atau UPTD/B yang diusulkan akan menerapkan PPK-
BLUD dilakukan sebagai berikut :

a.

SKPD Pembina Teknis mengajukan usulan SKPD dan/atau UPTD/B yang akan
menerapkan PPK-BLUD kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah, dengan
dilampirkan dokumen persyaratan administratif;

Sekretaris Daerah selanjutnya mendisposisikan surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang dilampiri dokumen persyaratan administratif
dimaksud kepada Asisten Administrasi Umum;

Asisten Administrasi Umum selanjutnya mendisposisikan surat permohonan yang
dilampiri dokumen persyaratan administratif dimaksud kepada Kepala Biro
Keuangan;

Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim Penilai meneruskan dokumen
persyaratan administratif dimaksud kepada semua anggota Tim Penilai;

Setelah semua anggota Tim Penilai menerima dokumen persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya Kepala Biro Keuangan selaku
Sekretaris Tim Penilai mengagendakan rapat pembahasan penilaian terhadap
dokumen persyaratan administratif yang telah diusulkan dan mempersiapkan
segala sesuatu hal yang diperlukan untuk mendukung kelancaran rapat
pembahasan dengan dibantu oleh Sekretariat Tim.

Dalam pelaksanaan rapat penilaian, Tim Penilai melakukan :

1) penelitian, pembahasan, penelaahan dan pengkajian seluruh dokumen
persyaratan administratif yang diusulkan dengan mengacu pada pedoman
penilaian yang ditetapkan;

2) apabila dokumen persyaratan administratif telah disetujui oleh seluruh
peserta rapat, maka hasil penilaian Tim Penilai dimaksud selanjutnya
dituangkan ke dalam berita acara hasil penilaian;

3) apabila diperlukan dalam pembahasan rapat penilaian dimaksud, Tim Penilai
dapat mengundang nara sumber yang berkompeten.

Untuk efektifitas dan optimalisasi penilaian persyaratan administratif, maka
pelaksanaan penilaian setiap bidang oleh Tim Penilai sebagaimana tersebut pada
huruf f, dibagi dengan masing-masing penanggung jawab dan disertai oleh SKPD
Pembina Teknis sebagai berikut :

1) pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja menjadi tanggung jawab Biro
Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD Pembina Teknis;

2) pola tata kelola menjadi tanggung jawab Biro Organisasi, Badan Kepegawaian
Daerah dan SKPD Pembina Teknis;

3) rencana strategi bisnis menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Daerah
dan SKPD Pembina teknis;

4) laporan keuangan pokok/prognosa laporan kecuangan menjadi tanggung
jawab Inspektorat, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, dan SKPD
Pembina Teknis; dan

S5) standar pelayanan minimal menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan
Pembina Teknis;

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit menjadi tanggung
jawab Inspektorat dan SKPD Pembina Teknis.



h. setelah rapat penilaian selesai, Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim
Penilai menyusun konsep Nota Dinas untuk disampaikan kepada Sekretaris
Daerah, dengan dilampirt :

1)
2)

3)

4)

5)

hasil penilaian Tim Penilai;

konsep Keputusan Gubernur tentang persetujuan atau surat penolakan SKPD
dan/atau UPTD/B untuk menerapkan PPK-BLUD;

apabila materi Nota Dinas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada
huruf g telah disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai, maka
selanjutnya ditandatangani dan meneruskan Nota Dinas dimaksud beserta
lampiran konsep Keputusan Gubernur kepada Sekretaris Daerah;

sekretaris Daerah setelah menerima dan menyetujui Nota Dinas yang dilampiri
konsep Keputusan Gubernur terhadap persetujuan atau surat  penolakan
untuk menerapkan PPK-BLUD, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur;
dan

apabila telah disetujui, Gubernur menandatangani konsep Keputusan
Gubernur dimaksud atau sebaliknya menandatangani surat penolakan SKPD
dan/atau UPTD/B untuk menerapkan PPK-BLUD setelah terlebih dahulu
dilakukan verbalisasi dan selanjutnya menyampaikannya kepada SKPD
Pembina Teknis yang mengusulkan.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh
Kepala Biro Keuangan dan Biro Organisasi.

(2) Terhadap hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 8

Koordinasi untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Sekretaris
Daerah.

Segala

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

biaya yang diperlukan berkenaan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Pebruari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat |
Nip. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR KALI
PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PE

(PPK-BLUD)

MANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
NGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. Format Penilaian
1. Untuk SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Dokumen Nitai I - Bobot Hasil Penilaian A
No. | Administratif | Bobot Indikator Unsur yang Dinilai Nilai per Unsur | "o, Per unsur Nilai Akhir
yang Dinilai Dokumen (Skala0-10) | gy (6x7) (8x3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pernyataar 5% Adanya a.  Kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam i
Kesanggupan pernyataan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 61 Tahun 2.0
Meningkatkan kesanggupan 2007. ]
Kinerja b.  Ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit kerja dan B
diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8.0
Sub total (1) 10,0
2 | Pola Tata 20% | Adanya s Struktur Organisasi 1.0
Kelota kebijekan- b.  Prosedur Kerja T 10| o
kebijakan ¢ Pengelompokan fungsi yang logis 10 o
Hmmmmmw_ dan d.  Pengelolaan SDM (penerimaan mmam@m,.
{513 laksana penempatan, sistem a.BcsmSm_.. _mem:m karir,
pembinaan termasuk sistem rewarc dan 2.0
punishment. serta pemutusan hubungan kerja) M
|
Adanyz a.  Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2.0
kebijakan b Kebijakan keuangan {kebijakan mengenai larif T
tentang berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem 15
akuntabilitas akuntansi dan keuangan.) .
) € Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah. 15
Sub total (2) 100}




%M..A_H_.Mwa MQ_H, Indikator Unsur yang Dinilai Nilai per Unsur mmww ﬂ xmw_m_ww_m_.ﬂ% Nitai Akhir
yang Dinilai | Dokumen (Skala 0-10) | ;oo (6x7) {8x3)
2 3 4 5 6 7 8 9
Rencana 30% Adanya a Pernyataan visi dan misi
Strategis pernyataan 1.00
Bisnis | Visi dan Misi - -
Tergambarnya @ Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan I -
Program RPJMD 1.00
Strategis b Kesesuaian visi, misi. program dengan I o
pencapaian kinerja (kinerja tayanan, kinerja 1.00
keuangan dan kinerja manfaat)
Tersedianya a. Indikator kinerja 1.00
w_m» b.  Target kinerja tahun berjalan -
Pengukuran
Um:mmuma: 1.00
Kinejg B
' Gambaran a.  Gambaran program 5 tahunan 1.00 ‘
mengenai b Pembiayaan 5 tahunan 1.00 - -
Rencana L Le "Penanggung jawab program o 0.5 T
mﬂwﬁﬂo_m: Y I'd  Prosedur pelaksanaan program ) 05 -
Proyeksi Proyeksi arus kas o 0.5 o
Keuangan 5 Proyeksi neraca o o 0.5
tahunan " Proyeksi laporan operasionaliaktivitas o 100 -
Sub total (3) m 10,0
Laporan "~ 20% | Laporan " Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP w B R T
Keuangan , Realisas yang berfaku di daerah w
Pokok bagi | Anggaran “ 3.0
SKPDIUNIL | |




Dokumen Nilai s . Bobot Hasil Penilaian fos .
No. | Administratif | Bobot Indikator Unsur yang Dinilai Nilai per Unsur | 5o Per unsur Nilai Akhir
yang Dinilai Dokumen (Skala 0-10) \ gur 6x7) #x3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
; Kerja yang Laporan Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku
A sudah ada Neraca pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan
: standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi 30
,v orofesi akuntansi Indonesia
Catatan atas a Catatan atas laporan keuangan dibual sesuai N
laporan dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah
keuangan daerah danfatau standar akuntansi yang 2.0
ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia
b Kesesuaian antare kinerja keuangan dengan
indikator yang ada di rencana strategis 20
Sub total (4) 10,0
5 | Standar 20% SPM yang a Fokus 0.1
Pelayanan sesuai dengan | b, Terwkur T 0.1 ) e
Minimal jenis dan mutu {7 Dapat dicapai 005 o
Pelayanan Iy Rouen dan dapatdiendatien | 0
" e Kerangka waktu 0.05 )
Kelengkapan a Keiengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPH 0.1
dan yang diberiakukan
: kesesuaian
jenis dan
w target kinerja - L ]
danya a Katar antara SPM dengan Rencana Strategis 0.4
W. keterkaitan Bisnis dan anggaran tahunan
antara SPM
dengan



Bobot

Hasil Penilaian

Dokumen Nilai I - - .
No. Administratif Bobot Indikator Unsur yang Dinilai Nilai per Unsur Per Per unsur Nilai Akhir
yang Dinilai Dokumen (Skala 0 -10) Unsur (6x7) @x3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rencana
Strategis
Bisnis dan ,
anggaran
Adanya a Legitimasi Kepala Daerah 8.1
pengesahan
dari Kepala
Dzerah
Sub Total (5) 1
6 | Laporan Audit 5% Hesi Penitatan | & Hasil audit tehun terakhir oleh BPK sebelum
Terakhir atau Audit nengajukan untuk menerapkan PPK-BLUD 1
Pernyataan
Bersedia PR - - E— - —
untuk Diaudit Atau__ . - + A
i Adanya a Kesuaian dengan format yang ditetapkan : 02
Pernyataan b Dilandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja A 08
Bersedia untuk diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD :
Draudit secara
- independent - ]
1

Sub total (6)

TOTAL
(1) SID (6)




2. Untuk SKPD atau Unit Kerja yang baru dibentuk dan akan menerapkan PPK-BLUD

Dokumen Nilai . Unsur yang dinilai Nilai Per | Bobot |  Hasil Penilaian |y, i ayhir
No. . . Indikator Unsur per per unsur
Administratif Bobot (8x3)
(Skala0-10) | Unsur 6x7)
Dokumen
B 2 3 4 5 7 8 9 10
T Tnm.\imﬂmm_‘_ 5% Adanyz L a " Kesesuaan dengan format yang ditetapkan dalam T 02
Kesanggupan pernyataan _ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
Meningkatkan kesanggupar | 2007 I | L
Kinerja b.  Ditandatangani oleh kepata SKPD atau Unit kerja 0.8 T
dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD
Sub total (1) 1
2 - PoaTats 20% Adanya a  Struktur Organisasi 01
| Kelola kebijakan- 0. Prosedur Kerja T T 0 T
kebijakan "¢ Pengelompokan yang logis | o 01 o
mengenal 4" Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai, B N B s B
organisasi dan penempatan. sistem remunerasi, jenjang karir,
tata laksana o . .
pernbinaan termasuk sistem reward dan
punishment, pemutusan hubungan kera)
. Adanya a  Sislem skuntatilitas berbasis kinerja < 0.20
: kebijgkan n  Kebyakan keuangan (kebijakan mengenai tan T o o
tentang bercasarkan unit cost dan subsidi, sistem
akuntabilitas akuntans dan keuangan.)
c ‘ 1015 T
Kebiakan pengelolaan lingkungan dan limbah e
| Sub total (2) , B ]
|3 | Rencana T 30% Adanya a m@.im,&m:‘ visi dan mis T 010 T
Strategis pernyataan
L Bisnis VisidanMisi | _ U S N .




Dokumen Nilai . Unsur yang dinilai Nilai Per Bobot Hasil Penilaian Nilai Akhir
No. Administratif Bobot Indikator Unsur per per unsur (8x3)
(Skala0-10) | Unsur (6x7)
Dokumen
1 2 3 4 5 7 8 ] 10
Tergambarnya | a  Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan 010
Program RPJMD
Strategis b Kesesuaian visi. misi. program cengan o o0 | ]
ﬁ pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja
_ keuangan dan kinerja manfaat)
Tersedianya a. Indikator kinerja 0.10 ]
alat b. Target kinerja ~.m.::.m.w.mam_lm1=,|._- . o10 | T
Pengukuran
Pencapaian
Kinerja I - ]
Gambaran a.  Gambaran program 5 tahunan 010
mengenai b.  Pembiayaan 5 tahunan 0.10
Rencana "¢ Penanggung jawab program 0.05 o -
Pencapaian 5§ Bocedyr pelaksanasn pogram 005 | N
tahunan { T o ] R
Proyeksi Proyeksi arus kas 0.05
Keuangan 5 Proyeksi neraca 005
tahunan Proyeksi laporan operasicnallakiivitas o 005 |
. Proyeksi rasio keuangan 0.05
Sub total (3} 1
4 Prognose’ 20% Pregnosa 2. Prognosa / proyeksi Laporan operasicnal sesuai 08
proyeksi laporan n dengan standar akuntansi
laporan Operasional S ) | R
keuangan Prognosa b Progncsaiproyeksi neraca sesuai dengan standar 05
pokok cagi Neraca akuniansi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi
SKPD yarg akuntansi Indonesia dan/atay peraturan pada
baru dibeniuk pemerintah dzerah yang berlaku i




Dokumen Nilai . Unsur yang dinilai Nilai Per | Bobot | Hasil Penilaian Nilai Akhir
No. . . Indikator Unsur per per unsur
Administratif Bobot {8x3)
(Skala 0 -10) | Unsur (6x7)
Dokumen
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Sub total (4) 1
5 | Standar 20% | SPMyang | a  Fokus 0
Pelayanan sesuaidengan | b Terukur ) ) ] I a o
Minimal jenis dan mutu [ Dapat dicapai [ 005 T -
i pelayanan d Relevan dan dapat diandalkan ST 0.1 < N -
| e Kerangka waktu 0.05
# xmwm.:mxmnmz a Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM 0.1 -
| dan yang diberlakukan
| kesesuaian
jenis dan
. targetkinera | ) R ]
Adanya a Kaitan antara SPM dengan Rencana Strategis 04
keterkaiten Bisnis dan anggaran tahunan
antara SPM
dengan
Rencana
Strategis
Bisnis dan
anggaran
,. ¢ Adanyz a Lecitimasi Kepala Daerah 0.1
, pengesahan
! dan Kepala
m Daerah
|
i
| SubTotal (5) . 1 i




Dokumen Nilai . Unsur yang dinilai Nilai Per | Bobot |  Hasil Penilaian |\, . appir
No. L . Indikator Unsur per per unsur
Administratif Bobot (Skala 0 -10) | Unsur 6x7) (8x3)
Dokumen
- ‘ o
1 2 3 4 5 7 8 9 10
& | Laporan Audit 5% Hasil Penilzan © 2. Hasil audil tahun terakhir oleh BPK sebelum ,
Terakhir atau mengzjukan uniuk menerapkan PPK-BLUD 70
Pernyataan b Tahun Audit .m |30
Bersedia YT S ‘ CT S :A
untuk Diaucit Alad e e s e ¢ e e
: Adanya & Kesuaian dengan format yang ditetapkan ez
nmsv\mﬁms 5. Ditancaiangani cleh Kepata SKPD/Unit Kerja 0.8 i
Bersedia uniuk diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD
Diaudit secara
L : independent B L
_Sub total (6) ‘ S
. TOTAL (1)
_ . SID(6) . N . o




B. Definisi Operasional

No Unsur yang dinilai Definisi Operasional Nilai
i Kesesuaian mmwulms format | Kesesuaian dengan format yang ditetapkan adalah antara format | Sesuai 10
yang ditetapkan yang digjukan sesuai dengan format dalam lampiran Peraturan Tidak sesuai R 0
8 Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
2 | Ditandatangan: oleh kepaia | Adalah format yang sudah teris: ‘engkap dan ditandatanganioleti | Jika ditandatangani N 10
SKPD/Unit kerja dan kepala SKPD/Unit kerja serta diketahui Sekda atau Kepala SKPD
diketahui Sekda atau T ot Aot T T T
Jika tidak ditandatanga
Kepala SKFD 'ka tidak dita gan! 0
3 Struktur Organisasi Struktur organisasi menggambarkan posisi jabaian yang ada Ada struktur dan lengkap, sesuai dengan 10
pada SKPD dan hubungan wewenang atau tanggung jawab Permendagri 61 Tahun 2007.
Ada struktur, kurang lengkap 6
Tidak ada struktur N 0
4 Prosedur Kera Prosedur Kerja menggambarkan wewenang atau Mm:@%:m jawab | Ada prosedur yeng lengkap 10
masing-masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam Ada wewenang dan ,mmym‘@%@ jawab. o 6
pelaksanaan tugasnya namun prosedur pelaksanaan tugas tidek
lengkap o
Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada 4
wewenang dan tanggung jawab
Tidak ada nammaE. x.mmm ‘ 0
5 Pengelompcken fungst yang | Pengelompokan fungsi yang logis merupekan struktur organisasi | Ada pengelompokkan fungsi <m3mf_m@‘_.mi‘ 10
logis yang logis dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern dan lengkap
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No

Unsur yang dinilai

Definisi Operasional

Nilai

Um:@msaoo;% fungsi-fungsi: pelayanan Amm:\amwv dan

pendukung (supporting)

Ada pengelompokkan fungsi yang logis
tetapi penempatannya tidak sesuai.

Tidak ada pengelompokkan fungsi yang
logis.

(@]

Pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM)

Pengeloiaan SDM (penerimaan pegawai, penempatan. sisiem

~remunerasi. jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan

P
t

punishment pemutusan hubungan kera)

q.:mm.u@m_oam: SDM yang _mmu‘xm.oz .
L I

v

. Pengelolaan SDM yang _m:@xmnﬁ kecuall
kebijakan pemutusan hubungan kerja

U

va,:um_o”mm: SDM lengkap kecuall
kebijakan mengenai pemutusan
hubungan kerja dan pembinaan

e

Pengelolaan SDM lengkap kecuali
kebijakan pemutusan hubungan kerja,
pembinaan dan jenjang karr

Pengelolaan SDM hanya memiliki
kebijakan rekruitment, penempatan dan
sistem remunerasi
Tidak ada sama sekali

Sistem akuntabilitas
berbasis kinerja

Sistem akuntabilites berbasis kinerja

Adanya sistermn akuntabilitas kinerja yang
lengkap sesuai dengan peraturan yang
berlaku. R
Adanyz sistem akuntabilitas namun tidak

ada kaitannya dengan RPJMD.

v,.>am€,m.. sistem akuntabilitas tetap: tidek
‘memiliki alat ukur kinerja.

x.»aw:v\m sistern akuntabilitas. namun tidak
memiliki alat ukur dan tidak berhubungan
~dengan Renstra Bisnis
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Unsur yang dinilai

Definisi Operasional

Nilai

Tidak memiliki sistem akuntabilitas

Kebijakan keuangan.

Kebijakan keuangan {Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit
cost dan subsidi. system akuntansi dan keuangan.)

“_Amgmxma pengelolaan
tingkungan dan limbah

Kebijakan pengelcl

Ada s:stem pengelolaan keuangan akrual
(SAK) yang lengkap dan kebijakan tanf
berdasarkan unit cost

Ada sistem pengelolaan keuangan (SAP)
dan memiliki kebijakan tarif berdasarkan
unitcost

Menggunakan sistem keuangan (SAK
atau SAP) tetapi tidak memiliki kebijakan
tarif yang sesuai dengan unit cost

Ada sistem pergelolaan keuangan tetapi
tidak menggunakan sistem akuntansi
berbasis SAP

Adanya kebijakan tarif berbasis unit cost
tetapi tidak memiliki sistem akuntansi dan
_keuangan

Tidak ada sistem keuangan dan
kebijakan tarif

zar. ingkungan dan limbah adalah kebijakar

tentang tata cara/aturen pengelolaan lingkungan dan fimbah
datam usaha tercapairya kesehatan lingkungan baik internal

maupun eksternal.

Aca kebiizkan mengenai pengelclaan
imbah dan iingkungan yang lengkap
{kimia. fiskk_biclogt)
Ada kebiigkan pengelofaan limbah dan
lingkungan kimia dan fisik

5

Ada kebijakan pengelolaan limbah dan
lingkungan kim:a saja, biologi saja, atau
fisk saja

Ada pengelolaan limbah tetapi tidak ada
pengelolaan lingkungan




kebiakan strategis RPUJMD

No Unsur yang dinilai Definisi Operasional Nilai
Ada pengelolaan lingkungan tetapi tidak 2
ada pengelolaan fimbah
Tidak ada kebijakan pengelolaan limbah 0
— dan lingkungan B
10 | Pernyataan visi dan misi . Adanya pernyataan mengenai visi. misi pada Rencane Strategis Ada pernyataan visi dan mist yang sesuai 10
Risnis minimal untuk periode 5 tahun mendatang dengan definisi operasional
visl: Ada pernyatzan visi dan misi tetapi 8
- gambaran mengenat masa depan yang seolah-olzh terjadi visinya tidax menggambarkan masa
saat ini depan
- pemyataan yang menantang dan menggerakkan semangat Ada pernyatzan visi dan misi, tetapi visi 6
- harus realistis tidak realistik dan tidak menggerakkan
- bisaterukur (ada indikatornya) semangat o
Misi adalah pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan. dan | Ada pernyataan visi lengkap ietapi 4
sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang . misinya tidak menggambarkan mengenai
ditetapkan, siapa yang akan mengerjakan dan siapa yang dileyani | apa yang akan dikerjakan ]
' sesuai dengan bidangnya Ada pernyataan visi yang lengkap tetapi 2
“ misi {idak menggambarkan mengenai apa
| yang akan dikerjakan, dan sesuatu yang
harus diemban atau dilaksanakan sesuali
visi yang ditetapkan, siapa yang akan
mengerjakan dan siapa yang dilayani
| sesual dengan bidangnya .
, Tidak ada pernyataan vist dan misi 0
i1 Kesesuaian Renstra Bisnis | Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan RFIJMD adalah Renstra Bisnis sesuai dengan kebyjakan | 10
5 tahunan dengan RPJMD | Renstra Bisnis yang tidak menyimpang dari kebijakan strategis strategis RPJMD e ]
| RPJMD Renstra Bisnis tidak sesuai dengan 0




No Unsur yang dinilai

Definisi Operasional

Nilai

12 | Kesesuaian visi, misi,
program dengan
pencapaian kinerja (kinerja
feyanan. kinerja keuangan
dan kinerja manfaat)

Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja
layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat

Visi, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinera pelayanan, keuangan
dan manfaat bagi masyarakat
Visi, misi. program sesuai dengan
.pencapalan kinerja pelayanan dan
keuangan.

10

Visi, mist, program sesual dengan
nencapaizn kinerja pelayanan saja atau
keuangan saja.

Vist, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja manfaat.

(@]

Tidak ada kesesuaian antara visi, misi
dan program dengan pencapaian kinerja
pelayanan. keuangan dan manfaat.

13 | Indikator kinerja

Ukuran kinerja pelayanan. keuangan dan manfaat uniuk
mengetahul adanya penyimpzrgan dan apa yang teleh ditetapkan
{target strategis dan SPM)

Adz ukuran kinerja lengkap dengan target
kinerja dan SPM.

Ada ukuran kinerja lengkap tetapi tidak
memiliki target kinerja dan SPM.

Adz ukuran kinerja lengkap tetapi tidak
memiliki target strategis

" Ada ukuran kinerja lengkap Mm:om,samﬂ;
strategis maupun SPM.

Tidak ada ukuran kinerja, target sirategis
maupun SPM.




214 -

No Unsur yang dinilai Definisi Operasional Nilai
14 | Target kinerja tahun Target kinerja tahun w.m;m_m: adalah target strategis yang Memiliki target kinerja mmma@_m pada 10
berjalan tercantum dalam Renstra Bisnis pada tahun yang bersangkutan tahun berjelan dalam Renstra Bisnis.
Tidzk ada target kinerja tahun berjalan. 0
15 | Gambaran program S Gambaren program 5 tahunan acaiah tergambarnya program Ada gambaran program 5 tahunan. 10
tahunan tahunan selama 5 tehun di dalam Rencana Strategis Bisnis !ﬂ.mmwmam.@mmmu.m&m.?ogm,a 5 tahunan, 0
16 vmagmm& 5 tahunan Kebijakan nmam@mm: 5 tahunan adalah gambaran mengenai Ada mmmmma: nmac_mu\m.ml:m.m:c:m: 10
pembiayaan tahunan yang dibutuhkan selama 5 tahun kedepan untuk 5 tahun kedepan
| Tidak ada omacmﬁm: nm..agmﬁm: 0
tahunan untuk 5 tahun kedepan.
17 | Penanggung jawab program | Penanggung jawab program adalah personal yang bertanggung | Ada penanggung jawab pada setiap 10
jawab terhadap program strategis _program sirategis. ]
Tidak ada penanggung jawab pada 0
‘ i program strategis.
18 | Prosedur pelaksenaan Prosedur pelzksanaan program mwﬂmmr,xmgmxm: tentang Ada kebijakan prosedur pelaksanaan 10
program prosedur pelaksanaan program Program.
Tidak ada kebijakan prosedur 0
- - - o pelaksanaan program. B
" 19 | Proyeks: arus kas | Proyeksi arus kas adaleh gambara~ mengenai kas masuk dan Ada gambaran mengenai arus kas 5 10
kas keluar selama 5 tahun kedepan sesual dengan target xinerja | tahun kedepan.
Tidak eda gambaran mengenai arus kas 0
) - B 5 tahun kedepan. o ]
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No Unsur yang dinilai Definisi Operasional Nilai
20 | Proyeksi neraca Proyeksi neraca adalah gambaran mengenai perkiraan besaran Ada proyeksi neraca untuk 5 tahun 10
setiap komponen dalam neraca untuk 5 tahun kedepan kedepan.
Tidak ada proyeksi neraca untuk 5 tahun 0
kedepan.
21 Proyeksi laporan Proyeksi laporan onm&,_o:m_ adaizh gambaran mengenai Ada proyekst laporan operasional untuk 5 10
- operasionaliakivitas perkiraan besaran kemponen laporan operasionat untuk 5 tahun | tahun kedepan.
kedepan Tidak ada proyeks! anoas “aktivitas untuk 0
5 tahun kedepan.
22 | Laporan Realisasi Anggaran | Format dan komponen Laporar: Realisasi Anggaran sesual Format dan komponen laporan realisasi 10
dengan pedoman yang ada dalam SAP yang berlaku di daerah anggaran sesuai dengan pedoman dalam
SAP.
Format dan komponen laporan realisasi 0
anggaran tidak sesuai dengan pedoman
) - o dalam SAP. ]
23 | Neraca Format dan komponen Neraca sesuai dengan peraturan yang Format dan komponen Neraca sesuai 10
berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar | dengar peraturan yang berlaku
akuntansi yang ditetapkan ascsiasi profesi akuntansi Indonesia - ——- - —
Format dan xoano:mz Nerzca tidak 0
sesuai dengan peraturan yang berlaku
24 | Catatan atas laporan Formet dan komponen Cataian atas iaperan keuangan di buat | Format dan komponen catatan atas 10
keuangan. sesua: dengan pedoman yang ber'aku pada pemerintah daerah , faporan keuangan sesual dengar
dan/atau standar akuntansi yang drietapkan asosiasi profesi ! ' pedoman yang berlaku o
akuntansi Indonesia Format dan komponen catatan atas 0

laporan keuangan tidak sesuai dengan
pedoman yang berlaku
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No

Unsur yang dinilai

Definisi Operasional

Nilai

25

Kesesuatan antara kinerja
keuangan dengan indikator
yang ada di rencana
strategis

Indikator kinerja, target kinerja dan kinerja keuangan dalam
laporan keuangan sesuai atau sejalan dengan indikator kinerje,
target kinerja dan target kinerja keuangan dalam rencana
strategis bisnis

Indikator kinerja, target kinerja dan kinerja
keuangan dalam laporan keuangan
sesuai atau sejalan dengan indikator
kinerja. target kinerja dan target kinerja
keuangan dalam rencana strategis bisnis

10

indikator kinerja, target kinerja dan kinerja
keuangan dalam laporan keuangan tidak
sesuai atau tidak sejalan dengan indikator
kinerja, target kinerja dan target kinerja
keuangan dalam rencana strategis bisnis

26

Prognosa / proyeks!
Laporan operasional

Format dan komponen Prognosa / proyeksi Laporan operasional
sesuai dengan standar gkuntansi yang berlaku

Format dan komponen Prognosa /
proyeksi Laporan operasional sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku

10

Format dan komponen Prognosa /
proyeksi Laporan operasional tidak
sesuai dengan standar akuntansi yang
bertaku

27

Po@yomm\vaﬁxm, neraca

Format dan komponen dalam Prognosa/proyeksi neraca sesuai
dengan standar akuntansi yeng ditetapkan oleh asosiasi profesi
skuntansi indonesia dan/atav peraturan pada pemerintzh daerah
yang berlaku

Format dan komponen datam
Progncsa/proyeksi neraca sesual dengan
standar akuntansi yang ditetapkan oleh
asosiasi profesi akuntansi indonesia
danlatau peraturan pada pemerintah

daerah yang berlaku

10
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Unsur yang dinilai

Definisi Operasional

Niai

Format dan komponen dalam
Prognosalproyeksi neraca sesuai dengan
standar akuntansi yang ditetapkan oleh
asosiasi profesi akuntansi indonesia
dan/atau peraturan pada pemerintah
daerah yang berlaku

28

4m0xcm

Adalah SPM yang kegiatan peiayanannya fokus pada jenis dan
mutu pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi.

SPM fokus pada jenis dan mutu
pelayanan untuk menurjang tugas dan
fungsi.

SPM fokus pada Bca-..vm_m,\m:m: tetapi
tidak fokus pada jenis pelayanan

SPM fokus pada jenis pelayanan tetapi
tidak fokus pada mutu pelayanan

SPM tidak fokus pada jenis dan mutu
pelayanan

Tidak ada SPM

Terukur

Kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan

Ada nominator can denominator yang
mampu memunculkan nilai sebagai tolok
ukur pencapaian

Tidak ada nominator dan denominator
untuk memunculkan nilai sebagai tolok
ukur pencapaian

Dapat aﬁmnm.

Kegiatannya nyata. realistis, tingkat pencapainnya dapat diukur

Kegiaian bersifat nyata, realistis dan

tingkat pencapaiannya terukur




No Unsur yang dinilai Definisi Operasional Nilai
) Kegiatan bersifat nyata, tingkat 6
pencapaian dapat diukur, tetapi tidak
realistis
Kegiatan tidak dapat diukur dan tidak 0
A : realistis 1
3 Relevan dan dapat Relevan dan mmu,mrmmmm.aam;m: artinya kegiatan yang sejalan Relevan am‘a‘m‘mm& diandalkan 10
diandatkan %:@mz.xmccewmw_ ammvxmax& dan organisasi. cmﬂ.xm;mn dan ,wam‘xﬁm_m<w_mmmmmmm_~.mm& diandalkan 1~ ¢
dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi. ) o )
32 | Kerangka waktu Kerangka waktu artinya kejelasan amglx.mﬁmuma: waktu Ada rmagmxm‘émxe yang jelas dan tepat 10
pelaksanaan kegiatan Ada kerangka waktu tetapi tidak rnci 6
Tidak ada kerangka waktu 0
33 xm_m@wwmmy jenis Jenis pelayanan <m8.aam1xm: oleh SKPD sesuai %Emy - Jenis pelayanan sesuai dengan SPM 10
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku yang berlaku o
SPM yang diberlakukan Jenis peleyanan tidak sesuai dengan 0
] B - SPM yang berfaku
34 | Kaitan antarz SPM dengan Ada hubungan yang _.mmmm antara SPM dergar Rencana Strategis | Ada :cccmmmw. yang jelas antara SPM 10
m Rencana Strategis Bisnis Bisnis dan anggaran tahunan SKPD/Unit kerja * dengan Renstra Risnis dan Anggaran
| dan anggaran tahunan b —
: Tidak ada hubungan yang jelas antara 0
: SPM dengan Renstra Bisnis dan
“ e - Anggaran ~ |
35 | Legitimasi Kepala Daerah | Keabsahan dokumen SPM yang ditandai dengan adanya tanda Ada tanda Nm:@m: Kepala Daerah 10
tangan dan stempel Kepala Daerah ' Tidak ada tanda tangan xmumﬂmimmmﬂm: 0 .
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No Unsur yang dinilai Definisi Operasional Nilai
36.a | Hasil audit tahun terakhir | Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan untuk | Ada hasil audit 10
oleh WUX sebelum . menerapkan PPK-BLUD Tidak ada hasil audit lihat poin
mengajukan sebagai BLUD berikutnya
PO - - - e 4
Audit dilaksanzakan pada tahun pengajuan 10
| Audit dilaksanakan pada tahun sebelum | 8
166 | Tahun Audi Tahun dilaksanzkannya audit oleh auditor independen atau BPK @Emw@:@m_cw@
0. anun terhadap laporan keuangan pokok. Audit a__mxmm.:axm: 2 tahun sebelum 4
tahun pengajuan o
Audit dilaksanakan 3 tahun atau lebih 0
sebelum tahun pengajuan
Atau:
36.a2 : Kesuaian dengan format Format pernyataan bersedia diaudit sesuai dengan yang telah Format sesuai 10
yang ditetapkan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 | Eormat tidak sesuai : 0 )
3 - Tahun 2007. -
36.b | Ditandatangani oleh Kepala | Pernyataan bersedia dizudit ditandatangan: oleh Sekda atau Surat pernyatean ditandatangani oleh 10
SKPD/Unit Kerja diketahui | Kepala SKPD Sekda atau Kepala SKPD
oleh Sekda atau Kepala . - -
SKPD Surat pernyataan tidak ditandatangani 0
cleh Sekda atau Kepala SKPD m
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FORMAT BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
dalam rangka
Penetapan <Nama SKPD atau Unit Kerja> untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
NOMOI: tevvvviieieeeee i,

Pada <hari, tanggal/bulan/tahun> telah diadakan rapat Tim Penilai
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
untuk melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif:

Nama SKPD atau Unit kerja
Alamat

Surat Usulan

Hasil Penilaian

.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi bahwa
<nama SKPD/Unit kerja >:
1. Dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD Penuh.
2. Dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD Bertahap.
3.  Ditolak untuk menerapkan PPK-BLUD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani
oleh:

| | |
Nama Anggota Jabatan l;zcli:rﬂu#;n T-;anngdaan

_Sekdﬂ__. [ i Ketgg_, e e I - (,‘.Z.f.',.',fl.f.l.wl ' """" -

- PPKD . Sekretaris | (e )
. Kepala Bappeda |Anggota | (i)

. Kepala Bawasda ' Anggota N COTTR )

(dari tenaga ahli) | Anggota . )
............... Anggota TS I




FORMAT REKOMENDASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TIM PENILAI PPK - BLUD
REKOMENDASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif <nama
SKPD/Unit Kerja> yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD,
bersama ini Tim Penilai PPK-BLUD Provinsi/Kabupaten/Kota ...... merekomendasi
bahwa <nama SKPD/Unit Kerja> LAYAK untuk menerapkan PPK BLUD dengan
status < BLUD Penuh atau BLUD Bertahap' >.

Dengan catatan:

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Gubernur
untuk menetapkan <nama SKPD/Unit Kerja> menerapkan PPK-BLUD.

Ttd

(Ketua Tim Penilai)



FORMAT REKOMENDASI PENOLAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TIM PENILAI PPK - BLUD
REKOMENDASI
PENOLAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif <nama
SKPD/Unit Kerja> yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD,
maka bersama ini Tim Penilai PPK-BLUD Provinsi/Kabupaten/Kota ......
merekomendasi bahwa <nama SKPD/Unit Kerja> TIDAK/BELUM LAYAK
menerapkan PPK-BLUD.

Dengan Catatan:

.............................................................................................................

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Gubernur
untuk menolak <nama SKPD/Unit Kerja> menerapkan PPK-BLUD.

Ttd

(Ketua Tim Penilai)

] ) Samarinda, 6 Pebruari 2013
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

[
H. SUROTO, SH

Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK




